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Negara Rugi Hampir Rp 2,9 Miliar 

(Yan Disebut Perintah Langsung Bendahara) 

 

 
Sumber Gambar: https://www.kabarriau.com 

 

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, telah mendapatkan hasil pasti 

nilai kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi anggaran rutin di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak. Nilai ini didapatkan berdasarkan 

koordinasi tim penyidik dengan ahli auditor dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dalam perkara ini, jaksa sudah menetapkan seorang tersangka. Dia adalah Yan Prana 

Jaya, Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Provinsi Riau. Saat dugaan rasuah terjadi pada 

rentang tahun 2013-2017, Yan Prana menjabat sebagai Kepala Bappenda Siak. Ia juga 

bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA).  

Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi memaparkan, nilai kerugian keuangan 

negara akibat perbuatan Yan Prana, mencapai Rp2,8 miliar lebih. “Kerugian keuangan 

negara hampir Rp2,9 miliar. Yakni Rp2.895.349.844,37,’’ ucap Hilman, Kamis (18/2). 

‘’Dia perintah langsung ke bendahara. Bendahara itu cuma menarik uang negara dan 

diserahkan ke dia (Yan Prana). Dia aktif,’’ sambung dia. Nilai kerugian keuangan negara 

ini disebutkan Hilman, juga akan menjadi bahan untuk melengkapi berkas perkara 

tersangka Yan Prana. 

Sementara itu, berkas Yan Prana Jaya saat ini masih ditelaah oleh jaksa peneliti 

Kejati Riau. Jaksa peneliti memeriksa apakah berkas sudah lengkap baik dari aspek formil 

maupun materil. Berkas perkara Yan Prana sendiri dilimpahkan tim penyidik ke tim 

peneliti, pada Selasa pekan lalu. ‘’Berkas masih ditelaah jaksa peneliti. Semoga bisa 

segera P-21,’’ ungkapnya. Yan Prana ditetapkan tersangka pada Selasa (22/12) lalu. Ia 

juga langsung ditahan oleh jaksa hari itu juga, dan dititipkan di Rutan Klas I Pekanbaru. 

 

https://www.kabarriau.com/


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau                                                             2 
 

Dalam Proses Penanganan perkara, jaksa penyidik memutuskan untuk 

memperpanjang masa penahanan Yan Prana, selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 11 

Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021. Penambahan masa penahanan Yan Prana, 

berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-01/L.4.5/Ft.1/01/2021 tanggal 4 

Januari 2021, yang diteken pimpinan Kejati Riau. Adapun alasan penahanan terhadap 

Yan Prana sendiri, sifatnya subjektif. 

‘’Kalau ada tiga (alasan), pertama melarikan diri, tidak mungkin, dia sendiri ASN. 

Kedua kalau mengulangi tindak pidana, kejadian di Siak, juga tidak,’’ sebut Hilman 

Azazi, Aspidsus Kejati Riau. “Tetapi alasan menghilangkan barang bukti. Itu yang jadi 

alasan kita, laporan penyidik ke kita ada indikasi seperti itu. Termasuk indikasi 

mencurigai melakukan penggalangan-penggalangan saksi. Jadi itu yang membuat 

penyidik bahwa dia (Yan Prana) ditahan,’’ sambung dia. (rzk) 

 

Sumber Berita : 

1. Tribun Pekanbaru, tanggal 19 Februari 2021 : “Negara Rugi Hampir Rp2,9 Miliar, 

Yan Disebut Perintah Langsung Bendahara.” 

2. Riau Pos, tanggal 19 Februari 2021 : “Kasus Yan Prana, Jaksa Temukan Kerugian 

Negara.” 

 

Catatan: 

Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

Pasal 2 ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 
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Kerugian Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

Pasal 1 angka 22 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 

Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan 

melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut: 

a. ada perbuatan melawan hukum;  

b. ada kesalahan; 

c. ada kerugian; 

d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. 

 

Bukti 

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana (UU KUHAP) 

Pasal 1 angka 14 

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.  

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti 

permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana 

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan 

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 

betu-betul melakukan tindak pidana. 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

(UU KPK) 

Pasal 44 ayat (2) 

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang 

diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau 

optik. 

 

Saksi 

UU KUHAP 

Pasal 1 angka 26 

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri. 

 

Pasal 1 angka 27 

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

 

Pasal 184 ayat (1) 

Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

 

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, serta Pasal 184 ayat (1) huruf a 

tersebut telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 

yang menyatakan bahwa: ” Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) 

dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 
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angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak 

dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 

 

Penahanan 

UU KUHAP 

Pasal 1 angka 21 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, 

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

 

Pasal 20 ayat (1) 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. 

 

Pasal 21 ayat (1) 

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa yag diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, 

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana. 


